
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
PERATU RAN GUBERN UR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 050 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERN UR NOMOR 03 TAHUN 2019 
TENTANG TAR1F PELAYANAN 

PADA RUMAH SAK1T UMUM DAERAH UL1N BANJARMASIN 

DENGAN RAHIVIAT TUHAN YANG MAFIA ESA 

GUBERN UR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus 
danlatau jumlah kematian semakin meningkat dan meluas 
antar lintas wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor: HK.02.02/1/3065/2021 Tanggal 1 September 
2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid 
Diaanostic Test Antiaen (RDT-Ag), maka perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan. 
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huraf a %-lar., huraf b, perlu rneneta.rAcan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada 
Rumah Sala Umum Daerah thin Banjarmasin, 

iviiiginga relbell .1. 0 ely ku)4 Ið 
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Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1956 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
N.-goro (T .-mhoron .1‘1, goro Mik InA^r1.‘'cia To hiin qnn4 S St 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perot non  Per i r.g-i inA angon (T emho Na-goro ihlik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tprttnna PpmhPrIfilleart Peraturnn Pprirnclarta-ilnriaricrari 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tali un u i IN omor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan 
Umum Daerah; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1287); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif 
di Rumah Sakit; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keua.ngan. Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2007 Nomor 13); 
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24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 201i Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Ulin Banjarmasin (Befits. Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 
2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2021 Nomor bU), 

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi, clan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2019 Nomor 95); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG 
TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN 
BANJARMASIN. 

Pasal I 

Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2019 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 
Gubernur: 

a. Nomor 052 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 03 
Tabun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin 
Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 
Nomor 52); 

b. Nomor 098 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2019 
Nomor 98); 

e. Nomor 0109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Bailjanhaiii Loelhla Daerali rioviiii Kallinantan Selatail Tahun 2020 
Nomor 109); 

d. Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 
Nornor 8); 
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e. Nomor 036 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
Nomor 36);

diubah sebagai berikut: 

Ketentuan dalam Lampiran LXXI diubah sehingga keseluruhan menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  18 Oktober 2022

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 28 Oktober 2022

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2021 NOMOR 



LAMPIRAN LXXI 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG 

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH ULIN BANJARMASIN 

TARIFPBLAYARAN'IRSTALASIMIKROBIOLOGIKLOOK 

RO JBRIS PBMBRIKSAAR 

1 Rapid Antigen C 19 

F (Rp) 

109.000 
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